
BUPATI NGAWI 
PROVINS! JAW A TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR l0,4 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 33 TAHUN 2022 
TENTANG PEDOMAN PENGEWLAAN AWKASI DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

a. bahwa sehubungan dengan terjadinya dinarnika dalarn 
penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, 
rnaka ketentuan dalarn Peraturan Bupati Ngawi Nornor 33 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kernbali untuk 
dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud 
dalarn huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Ngawi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi 
Nornor 33 Tahun 2022 tentang Pedornan Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. 

1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalarn 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 9); 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 

3. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan 
Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repliblik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 926); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 201); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2021 Nomor 12); 

20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06); 

21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 102); 

22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 33). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 33 TAHUN 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasall 

ATAS 
2022 

DESA 

Ketentuan Pasal 17 huruf g dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 33 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 
Nomor 33) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

ADD setiap Desa dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan 
dikecualikan untuk kegiatan: 

a. penyediaan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa; 
b. penyediaan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa; 
c. penyediaan tambahan tunjangan BPD / tunjangan lainnya (tunjangan 

kinerja); 
d. penyediaan honorarium staf Perangkat Desa; 
e. penyediaan honorarium staf administrasi BPD; 
f. puma tugas bagi Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa; dan 
g. dihapus. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Dite\apkan di Ngawi 
µada\ tan~al :).2, M01rQ~ .20.J-2. 

BUPATI NGAWI, 

ttd 

ONY ANWAR HARSONO 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal .:2.3 Maret J-On 

SEKRETARIS DAEB.Af!KABJIPATEN NGAWI 

ttd 

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGA Wl TAHUN 2022 NO MOR lOL\ 


